KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

NOMOR : DJV/T45/SK/2000
TENTANG

FEMBUKAAN PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA DAN EEBUDAYAAN, DAN
PROGRAM DOKTOR (53) PENDIDIKAN AGAMA HINDU PADA
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA (UNHI) DENPASAR

Menmbang

Mengingat

MBEKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDL,

F -]

bahwa dalam rangks meningkatkan kualitie sumber dave manusia
khususnya di bidang Pendidikan Agsma Hindu dan Hmu Agama dan
Rebudavaan perlu membuka Program Doktor (83) Pendidikan Agama Hindy
dan Program Doktor {53) llenu Aezama dan Kebudayvaan pada Universitas
Hindu Indonesia (LINHI) Denpasar;

bahwa Universitas Hindu Indonesin dalam melaksanakan program Strata
Dua (52} Imi Agams dan Kebudayaan memperoleh nilai  akreditas
peringkat B sebagaimana Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tings Depanemen Pendidikan Masional Momor -~ 019/BAN-FT/AL.
VISZIN/I00T7, tanggal, 29 September 2007 tentang Status, Peninghkat, dan
Hasil Akreditasi Program Magister di  Perguruan Tinggi, sehingga
dipertimbangkan dapat membuka Frogram Doktor (53),

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurul a dan
buruf b, perly menestapiin Keputusan  Direktur  Jenderal Bimbingan
Masyarakat Hindu tentang Pembukaan Program Doktor (83) lmu Agama
dan Kebudayann, dan Program Doktor (83) Pendidiban Agama Hindu pada
Universitas Hindu Indonesia (UNHT) Denpasar

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sistem Pendidikan
Masional { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78,
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301},

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidiken Tingg
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 NMomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3859,

Peratusan Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 lentang Standar Masional
Pendidikan (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahen 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4496

. Reputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2003 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen

Agama,
3. Peraturan Presiden ... ...



Memperhatikan

Menetaplcan

KESATU

KEEDUA

KETIGA

. Peraturan Presiden Momor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan  Tate Rerja  Kementerian Negara Republik
Indonesia;

. Peraturan Presiden Nomor 2! Tahun 2008 tentang Perubahan Kedelapan

Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Orpanisasi dan
Tugas Eselon | Kementerian Negars Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Perguruan Tinggi Agama Hindu:

Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pendirian Pergurunn Tinggi Agama;

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organizas: dan Tata
Eerja Departemen Agama,

Hasil Visitast Tim Studi Kelayakan Direldorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Hindu tanggal, 4 s.d. 6 Juli 2009

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT HINDU TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM
DOKTOR  (83) ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN DAN
PROGRAM DOKTOR {53) PENDIDIKAN AGAMA HINDIT PADA
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA (UNHI) DENPASAR.

Membuka Program Doktor (53) llmu Agama dan Kebudayaan dan Program
Doklor (83)) Pendidikan Agama Hinduy pads Universitas Hindu Indonesia
{UNHI} Denpasar

Pembinaan Program Doktor (S3) llmu Agama dan Kebudayvasn dan Propram
Dokior (83} Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia
(UNHI) Denpasar dilakukan oleh Direkiur Jenderal Bimbingan Masvarakat
Hindu Departemen Agama,

Apabila dalam penyelengparaan Frogram Doktor sebagaimana dimaksud
dalam Dikum KESATU ternyata tidak memenuh persayarstan kualitas
gkademik maupun persyaratan pengelolaan Program Pascasarjana, maka
penyelenggaraan Program Dokior (83) Ilmu Agama dan Kebudayaan, dan
Frogram Doktor (83} Pendidikan Agama Hindu skan ditinjau kembalj.
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KEEMPAT

KELIMA

Ketentuan lebih lanjul tentang tata cara penyelenggeraan program Doktor
(53) llmu Agama dan Kebudayaan, dan Program Doktor {53) Pendidikan
Agama Hindu diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyamkat Hindu.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetaphkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7. November 2009
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